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Abstrak
 

[This internship report discusses the Production Sharing Contract of the Oil and Gas Upstream Industry with

JOB XYZ Pertamina in Indonesia as theoperator of the Joint Operating Body. The purpose of this paper is

mainly to discuss  the mechanism of the contract in fulfilling the rights and obligations of the contractor and

to review the advantages and the disadvantages of the tax aspect in the contract in compliance with the

prevailing regulations. The discussion on the tax aspect shall focus on the types of taxes that are the

responsibility of XYZ Co Ltd. On the PPh aspect, the mecanism still have some flaw caused by tax treaty.

On PBB aspect, the function of this PBB mecanism is to create a wealth sharing system from the central

government to the government in province level. On the PPN aspect, the mecanism is useful for the

government to create a good collecting system for PPN . But for the contractor, this mecanism could create

an opportunity cost in fulfilling this mecanism., Laporan magang ini membahas mengenai Production

Sharing Contract pada industri hulu migas dengan operator berbentuk Joint Operating Body yaitu JOB XYZ

Pertamina di Indonesia. Pembahasan yang dilakukan pada tulisan ini adalah mengenai mekanisme kontrak

tersebut dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban dari kontraktor serta tinjauan kelebihan dan

kekurangan aspek pajak dalam kontrak ini sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pembahasan pajak yang

timbul akan berfokus pada jenis pajak yang menjadi tanggung jawab XYZ Co Ltd. Hasil penelitian adalah,

dalam aspek PPh badan masih terdapat kelemahan yang bisa merugikan pemerintah akibat Tax Treaty.

Dalam aspek PBB, mekanisme yang ada berguna untuk pemerataan kekayaan di pemerintahan tingkat

daerah. Dalam aspek PPN mekanismenya telah menguntungkan untuk pemerintah dalam pemungutannya,

namun dapat dinilai merugikan untuk KKKS karena menimbulkan opportunity cost pada pemenuhan

mekanismenya.]
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